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SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 107 TAHUN 2024 TENTANG MASA MANFAAT PENYUSUTAN ASET
FISKAL MILIK UNIVERSITAS BERUPA ASET TETAP PADA UNIVERSITAS

Menimbang

Mengingat

NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

[o—ry

bahwa peraturan tentang masa manfaat penyusutan aset
milik universitas berupa aset tetap pada Universitas Negeri
Semarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor
Universitas Negeri Semarang Nomor 107 Tahun 2024
tentang Masa Manfaat Penyusutan Aset Fiskal Milik
Universitas Berupa Aset Tetap pada Universitas Negeri
Semarang perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor
Universitas Negeri Semarang tentang Pencabutan Peraturan
Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 107 Tahun
2024 Tentang Masa Manfaat Penyusutan Aset Fiskal Milik
Universitas Berupa Aset Tetap pada Universitas Negeri
Semarang;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang
Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan dan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6461);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1617);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011
tentang Sistem Investasi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 762) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang
Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1320);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1789);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 638);



14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015
tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang
Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas
Pemerintah Pusat;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta
Tak Berwujud;

17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11
Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di
Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 43
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR 107 TAHUN 2024 TENTANG
MASA MANFAAT PENYUSUTAN ASET FISKAL MILIK
UNIVERSITAS PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1
Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 107
Tahun 2024 Tentang Masa Manfaat Penyusutan Aset Fiskal
Milik Universitas Berupa Aset Tetap pada Universitas Negeri
Semarang ada yang perlu direvisi, sehingga Peraturan Rektor
tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala;Kantor Hukum S MARTONO

Q@iﬁgi ; 'f@fy%egeri Semarang,
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